BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR G2 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi
Sulawesi Tenggara Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5587, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang
Pemerinltahan daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5679);
Peraturan |+ Pelakoamo e hu 2014 tentang
Tahun 2014 ([ ondang-Undang Nomor 6
: tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),



~

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 ,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 17);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 2093);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  KERJA
PEMERINTAH DESA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Muna Barat.

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Muna Barat.

4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah
Kabupaten Muna Barat.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah  kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistern_ pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu
Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan

o. I?embangungn serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
epala Seksi adalah merupakan unsur pembantu Ke

. pala Desa

10 Ig:balgal Lp}elaksana tugas operasional.

-aepala Urusan adalah merupakan unsur staf sekretari
bertggas membantu Sekretaris Desa dalam ul'usarie t;z?:ygna:f

elaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
Kepa}a Dusun adalah merupakan unsur
g, Do la D bagai satuan tugas kewilayahan.
. Sl nrtlu; acl);'rgnanli:?es; gan Tat::;1 kerja Pemerintah Desg adalah saty
agaan
serta hubungan jer g alam pengaturan tugas dan fungsi

pembantu Kepala Desa se
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BAB II
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

(1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat
Desa.

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Sekretariat Desa;
b. Pelaksana Kewilayahan; dan
c. Pelaksana Teknis.

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)
huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur
staf sekretariat.

(2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan
umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling
sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan keuangan dan urusan umum
dan perencanaan.

(3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dipimpin oeh Kepala Urusan.

Pasal 4

(1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai
satuan tugas kewilayahan.

(2) Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan dengan memperhatikan kemampuan
keuangan desa, luas wilayah kerja, karateristik, geografis, dan
{umlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang
ugas.

(3) Tugas Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan
desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa.

‘ Pasal 5
(1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

huruf ¢ merupakan unsur
pembantu K .
pelaksana tugas operasional. cpala Desa sebagai

(2) Pelaksana Tgknis sebagaimana dimaksud

yaitu seksi pemerin >
pelayanan. P tahan, serta seksi

(3) Masing-masing seksi seba

dipimpin oleh Kepala Selg; galmana dimaksud pada ayat (2)




BAB Il
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang
memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa,
melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja
pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan
ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan
masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan
pengelolaan wilayah.

b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana
prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan,
kesehatan.

c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan
kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya
masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan
motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah
raga, dan karang taruna.

e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat
dan lembaga lainnya.

Pasal 7
(1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai o
Sekretariat Desa. gai unsur pimpinan

(2) Sekretaris Desa bertugas membantu Ke ,
Ny ala D
administrasi pemerintahan. P esa dalam bidang

(3) Untuk melaksanakan tu . .
gas sebagaimana yan

ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi : yang dimaksud pada

a. Melaksanakan urusan ketatusahaan seperti tata naskah

administrasi surat menyurat, arsi L
» arsip, d
b. Melaksanakan urusan umu P, dan ekspedisi.

perangkat desa, penyedi
kantor, pPeényiapan  rapat, pengadministrasian  agget
¢4

inventarisasi, per; .
c. Mel aksanakanp ltlglm dinas, dan pelayanan umum,

ks. keuangan i

o : 8 seperti en

pend:;s:tr:r?l di;guan}g:;, , administrasi sumll))er-gzrml‘lts::.xfl
geluaran, i i dmini i

keuangan, dan administrasi hasiac 8 " oast

chrangkat Desa, BPD dan Lepengh asilan Kepala Desgq

ka pembangunan, melakukan
ta penyusunan laporan,



Pasal 8

(1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf spkreta.riat.

(2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam
urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-
tugas pemerintahan. ‘ .

(3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi : '
a. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti

melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan
administrasi keuangan seperti pengurusan administrasi
keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan
pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi
penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga
Pemerintahan Desa lainnya.

b. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan memiliki fungsi
mengordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun
rencana anggaran pendapatan dan belanja desa,
menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan,
melakukan monitoring dan evaluasi program, serta
penyusunan laporan dan melaksanakan urusan
ketatausahaan seperti naskah, administrasi surat
menyurat, arsip, ekspedisi, penataan administrasi perangkat
desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,
penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi,
perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

Pasal 9
(1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
(2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana
tugas operasional.
(3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi :

a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan
manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan
regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan
ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan
masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan
wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;

b. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi
melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan,
pen:lb'fmgl:man bidang pendidikan, kesehatan dan tugas
somahsa.lsx serta motivasi masyarakat di bidang budaya
ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga’
pemuda, olah raga dan karang taruna serta melaksanakari
11::eny1:1.luhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan

ewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi

masyarakat, pelestarian nilai sosial b
keagamaan, dan ketenagakerjaan. udaya masyarakat,

Pasal 10
(1) Kepala Kewilayahan g
tau Ke
(2) I%ns;r satuan tugas kewilayahgfl1 ® Dusun berkedudukan sebagai
epala Kewilayahan bertugas |
pelaksanaan tugasnya di wilgyahrr:;':r.nbamu Kepala Desa dalam
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(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Kepala Kewilayahan memiliki fungsi :

a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya
perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan
penataan dan pengelolaan wilayah;

b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;

c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam
meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam
menjaga lingkungannya,

(3) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam
menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.

BAB IV
ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 11

(1) Susunan organisasi Pemerintah Desa berdasarkan dengan tingkat
perkembangan desa yaitu :
a. Desa Swasembada;
b. Desa Swakarya;dan
c. Desa Swadaya.

(2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga)
Seksi.

(3) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) Seksi.

(4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) Urusan dan 2 (dua) Seksi.

(5) Tingkat perkembangan masing-masing desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

Dalam plelaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab
memimpin dan mengkordinasi bawahannya dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Pe_ngisian struktur organisasi pemerintah desa sebagaimana
dimaksud _dglam pasal 2 wajib telah menyesuaikan berdasarkan
2) geraturan Ini terhitung mulai tanggal 01 Juni 2017.
erangkat Desa yang masih memenuhi persyaratan j
diundangkan peraturan ini dilakukan pen o Sk
; ataan d
kembali tanpa melalui seleksi. P o1 penempatan
(3) SBeluru'h Perangkat Desa yang terbentuk sebelum Peraturan
d}lpatl i berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan
ibentuknya perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati ini.




BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Bagan struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
Pada tanggal 9~ 12 - 2017

BUPATJf MUNA BARAT,

Diundangkan di Laworo
Pada tanggal 2017

STARIS DAERAH
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR G§§  TAHUN 2017

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH

DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

KEPALA DESA

1
SEKRETARIAT
DESA
| |
KEPALA KEPALA URUSAN
| I URUSAN UMUM DAN
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEUANGAN FERERCANAAN
PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN

DAN PELAYANAN

KEPALA DUSUN 1

PARAF KOORDINASI |
UTUSAN BU PATI MU NA B# RAT

Ve

TUAN KERJSA | PARAF 11

KEPALA DUSUN 11

Ditetapkan di Laworo

2017




